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ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun sebagai hasil penelitian tentang kontribusi retribusi

terminal dan kinerja retribusi retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul dengan

acuan tahun anggaran 1999-2003. Penulis menggunakan analisis yang mengukur

kontribusi, tingkat upaya, efektifitas dan efesiensi retribusi terminal serta analisis

trend untukmemperkirakan penerimaan retribusi terminal kabupaten Gunungkidul

pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kontribusi

retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul masih kecil dan masih perlu untuk di

tingkatkan lagi, begitu pula dengan tingkat upaya retribusi terminalnya.

Sedangkan efektifitas sudah bisa digolongkan pada kinerja pemungutan retribusi

terminal yang efektif dan untuk efisiensi, digolongkan pada pemungutan retribusi

terminal yang sangat efisien. Hasil analisis trend, menunjukkan akan terjadi

kenaikan retribusi terminal tiap tahunnya.

xvi

 



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Runtuhnya ekonomi Indonesia sudah terlihat sejak terpuruknya nilai

rupiah sebelum puncak krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, adalah akibat

sentralisme kekuasaan, termasuk dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998, tentunya membawa

berbagai macam dampak serta perubahan-perubahan di Negara ini.

Perubahan sistem pemerintahan merupakan salah satu perubahan yang

mendasar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 1999, telah di

tetapkan undang-undang tentang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ini, undang-undang Otonomi Daerah telah diperbarui dengan

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengandung inti dari konsep otonomi

daerah yaitu upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus

menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi

daerah luas. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat terwujud secara nyata

 



dan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umura tidak

diabaikan, serta memiliki kesinambungan fiskal secara nasional.

Daerah otonom selain mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri juga berwenang menarik berbagai jenis pajak

dan retribusi yang terdapat didaerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan daya

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan

terhadap masyarakat dan palaksanaan pembangunan. Untuk mendukung

kemampuan ekonomi daerah dalam era otonomi dituntut kesiapan daerah untuk

mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi yang dimiliki serta

pemberdayaan potensi daerah seoptimal mungkin, guna menentukan serta

menetapkan rencana pembangunan daerahnya. Dalam kapasitas yang demikian

maka diperlukan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu

komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dukungan

kebijakan Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya menjadi terarah dan terpadu.

Dari sisi pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut

sumber penerimaan keuangan daerah berasal dari salah satunya adalah Pendapatan

Asli Daerah (PAD), sedangkan penerimaan yang lain adalah dana perimbangan,

pinjaman daerah dan penerimaan yang sah. Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah

pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain

pendapatan asli daerah.

 



Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu daerah otonom, melalui

otonomi tersebut diharapkan pemerintahnya akan lebih mandiri baik fiskal untuk

membiayai pembangunan maupun di dalam membenahi manajemen pemerintahan

termasuk aparaturnya, dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu banyak

campur tangan dalam mengatur daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunungkidul harus mampu memainkan perannya dalam membuka peluang

memajukan daerah dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatannya

dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi yang wajar,

efisien, efektif, dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

pemerintah atasannya maupun kepada publik atau masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua variabel terpenting yang

membentuk PAD suatu daerah. Di Kabupaten Gunungkidul penerimaan retribusi

daerah lebih besar dari penerimaan pajak daerah. Dan dari berbagai macam

pendapatan dari retribusi yang dipungut yaitu ; retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha dan retribusi perizinan rertentu, retribusi terminal di Kabupaten

Gunungkidul menjadi sumber pendapatan yang cukup berarti bagi Pemerintah

Daerah.

Di Kabupaten Gunungkidul, retribusi terminal merupakan sumber

penerimaan yang potensial dalam retribusi daerah dan apabila dimaksimalkan

akan mampu mendorong kenaikan PAD. Dengan kondisi geografis Kabupaten

Gunungkidul adalah perbukitan dan penduduknya menyebar jauh dari pusat

 



ekonomi daerah, maka mobilitas penduduk dirasa sangat penting dalam aktivitas

kegiatan ekonomi penduduknya. Pengukuran pendapatan dari adanya mobilitas

tersebut dapat diukur melalui penerimaan retribusi terminal Kabupaten

Gunungkidul.

Dari data yang sudah ada terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi

terminal cenderung lebih besar dari target yang telah direncanakan kecuali pada

tahun anggaran 1999/2000 hal itu disebabkan dari dampak krisis ekonomi yang

puncaknya terjadi pada tahun 1998, perhitungan tahun fiskal menjadi tahun

kalender dan pada tahun 2003 yang dikarenakan dampak kenaikan BBM sehingga

banyak angkutan yang berhenti beroperasi. Perkembangan penerimaan retribusi

terminal dan PAD selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Penerimaan Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun

Anggaran

Target Retribusi

Terminal

Realisasi Retribusi

Terminal

Pendapatan Asli

Daerah

1999/2000 59.688.000,00 55.266.000,00 5.409.513.105,45

2000 44.766.000,00 45.091.600,00 5.719.379.104,90

2001 65.664.000,00 66.415.100,00 8.852.286.282,60

2002 72.900.000,00 74.626.400,00 13.486.859.839,85

2003 96.860.000,00 91.949.500,00 17.481.692.174,84

Sumber data : BED Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

 



Penerimaan daerah dari retribusi harus terus ditingkatkan sebagai sumber

yang kontribusinya cukup berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun

dalam usaha peningkatan tersebut tentunya terdapat adanya berbagai hambatan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka diperlukan kerjasama antara

pihak pemerintah daerah dengan instansi lain yang terkait dan yang terpenting

adalah dari masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran masalah tersebut, maka penulis

tertarik pada retribusi terminal sebagai obyek penelitian dengan judul "ANALISIS

KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI

DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 1999-2003"

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya topik penelitian dan berbagai batasan yang

menjadi kesempumaan penelitian itu, juga berdasarkan pada latar belakang

masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian

ini dengan melihat peranan, aktivitas, dan permasalahan retribusi terminal di

Kabupaten Gunungkidul. Penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan

retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

a. Seberapa besar kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul?

 



b. Seberapa besar tingkat upaya pemungutan Retribusi terminal

Kabupaten Gunungkidul?

c. Bagaimana efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul?

d. Bagaimana efesiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul?

e. Bagaimana perkembangan penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten

Gunungkidul pada tahun berikutnya atau pada masa yang akan

datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Retribusi Terminal

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul.

b. Untuk mengetahui berapa besar upaya pemungutan Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul.

c. Untuk mengetahui efektifitas Retribusi Terminal kabupaten

Gunungkidul.

d. Untuk mengetahui efisiensi Retribusi Terminal Kabupaten

Gunungkidul.

e. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul dimasa yang akan datang, sehingga dapat

 



dihitung jumlah target penerimaan Retribusi Terminal yang akan

ditetapkan pada tahun berikutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran terutama:

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunungkidul dalam menilai kinerja pemungutan retribusi terminal dan upaya-

upaya peningkatan PAD.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunungkidul dalam mengambil kebijakan pemungutan retribusi dan

peranannya dalam peningkatan PAD.

c. Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat memberikan gambaran dan

kemudahan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, setiap bab dapat dirinci ke

dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar,

terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

 



BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah penulisan skripsi ini,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bab ini akan membahas tentang Struktur dan Karakteristik Fisik Dasar,

Keadaan Sosial Kependudukan, Keadaan Ekonomi, Badan Keuangan

Daerah (BKD), Sistem Jaringan Jalan dan Jasa Transportasi, Dinas

Perhubungan.

BAB III. TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai penelitian yang pemah dilakukan

sebelumnya. Dimana hasil penelitian tersebut menjadi acuan untuk

penelitian berikutnyakhususnyapenelitian ini.

BAB IV. LANDASAN HUKUM DAN TEORI

Bab ini membahas tentang Sumber-sumber Pendapatan Daerah,

Retribusi Daerah, Ketentuan Umum Retribusi Daerah, Kinerja Pungutan

Retribusi Daerah, Retribusi Terminal.

BABV. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

dan metode analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah

dirumuskan.

 



BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Analisis Data, Penerimaan PAD dan

Retribusi Terminal, Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan

Asli Daerah, Upaya Pemungutan Retribusi, Efektifitas Retribusi

Terminal dan Efisiensi Retribusi Terminal serta Analisis Perkiraan

PenerimaanRetribusi Terminal di KabupatenGunungkidul di masa yang

akan datang.

BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan implikasi

kebijakan yang dasarankan.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Struktur dan Karakteristik Fisik Dasar

2.2.1 Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 4 kabupaten di

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 18 kecamatan yaitu ; Panggang,

Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus,Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu,

Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen,

Semin. Kabupaten Gunungkidul terletak disebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibu

Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang tepatnya ada di antara 110°21-

110°50 Bujur Timur dan 7°46-8°09 Lintang Selatan, sedangkan tingginya

bervariasi antara 0 meter sampai 700 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Gunungkidul beribukota di Wonosari. Jarak kota Wonosari

menuju Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta) ±39 km atau sekitar

ljam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum, sedangkan secara

administratif Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan beberapa kabupaten di

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di Jawa Tengah. Batas-batas

wilayah Kabupaten Gunungkidul secara administratif dapat dilihat pada tabel

berikut:

 



Tabel 2.1

Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Sebelah/Bagian

1. Utara

2. Timur

3. Selatan

4. Barat

Perbatasan

Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo

(Propinsi Jawa Tengah).

Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah).

Samudra Indonesia.

Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman (Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2003

11

2.1.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 Km2, secara

administrasi terbagi menjadi 18 Kecamatan, dan 144 Desa/Kelurahan. Kecamatan

yang merupakan kecamatan terluas adalah Kecamatan Semanu dengan luas

108,39 Km2 yaitu 7,30% dari Wilayah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan

kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ngawen dengan luas 46,59 Km

yaitu 3,14% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Keseluruhan

luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari tabel berikut ini:

 



Tabel 2.2

Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Dirinci Menurut Kecamatan

12

Kecamatan Luas Wilayah Persentase Luas

Panggang 99,80 6,72

Purwosari 71,76 4,83

Paliyan 58,07 3,91

Saptosari 87,83 5,91

Tepus 104,91 7,06

Tanjungsari 71,63 4,82

Rongkop 83,46 5,62

Girisubo 94,57 6,37

Semanu 108,39 7,30

Ponjong 104,49 7,03

Karangmojo 80,12 5,39

Wonosari 75,51 5,08

Playen 105,26 7,09

Patuk 72,04 4,85

Gedangsari 68,14 4,59

Nglipar 73,87 4,97

Ngawen 46,59 3,14

Semin 78,92 5,31

Jumlah 1.485,36 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul tahun 2003

2.2 Keadaan Sosial Kependudukan

2.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil registrasi

pertengahan tahun 2003 berjumlah 753.008 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan
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dan 144 desa, dengan jumlah terbanyak yaitu Kecamatan Wonosari dengan

78.464 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2003

telah mencapai 754.047 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul

Tahun 1999-2003

Tahun Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%)

1999 739.259 0,40

2000 743.282 0,54

2001 746.451 0,42

2002 749.875 0,45

2003 753.008 0,42

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari data pada table 2.3, pertumbuhan penduduk di Kabupaten

Gunungkidul yang paling tinggi adalah pada tahun 2000 dengan persentase

pertumbuhan 0,54% dan jumlah penduduk keseluruhan pada tahun tersebut

sebesar 743.282 jiwa, sedangkan pertumbuhan yang paling kecil adalah pada

tahun 1999 dengan persentase 0,40% dan jumlah penduduknya sebesar 739.259

jiwa.

2.2.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil regristasi penduduk Kabupaten Gunungkidul pada

pertengahan tahun 2003 tercatat sebanyak 753.008 jiwa yang terdiri dari 368.760

jiwa penduduk laki-laki dan 384.248 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah

keluarga sebesar 155.629 keluarga. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di
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Kecamatan Wonosari, yaitu sebanyak 78.464 jiwa, sedangkan jumlah penduduk

yang terendah terdapat di Kecamatan Purwosari yakni sebanyak 21.988 jiwa.

Rata-rata jumlah penduduk per keluarga di Kabupaten Gunungkidul adalah 4,84

dan ini berarti setiap keluarga di Kabupaten Gunungkidul diasumsikan dihuni oleh

hampir 5 jiwa. Kecamatan Gedangsari merupakan kecamatan yang rata-rata

penduduk per keluarganya terbesar, yaitu 5,39 sedangkan Kecamatan Karangmojo

merupakan kecamatan yang rata-rata jumlah penduduk per keluarganya terendah,

yaitu sebesar 4,30.

Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah sebesar 1.485,36 km pada

pertengahan tahun 2003 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 753.008 jiwa

yang menyebar di 18 kecamatan. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten

Gunungkidul pada akhir tahun 2003 sebanyak 507 jiwa per km2 dengan daerah

terpadat adalah di Kecamatan Wonosari dengan kepadatan 1.039 jiwa per km

sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya sedikit adalah

Kecamatan Panggang yaitu dengan kepadatan 282 jiwa per km .

Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 144 desa/kelurahan yang

tersebar di setiap kecamatan. Kecamatan Wonosari yang merupakan kecamatan

terpadat, juga memiliki jumlah desa/ kelurahan paling banyak yaitu sebanyak 14

desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa/kelurahan paling

sedikit ada 4 kecamatan yaitu antara lain ; Kecamtan Purwosari, Tepus,
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Tanjungsari, dan Semanu. Secara lengkap data tersebut dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Banyaknya Desa/Kelurahan

Per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Kecamatan Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Panduduk

Jumlah Desa

Panggang 28.176 282 6

Purwosari 21.988 306 5

Paliyan 31.657 545 6

Saptosari 36.901 420 7

Tepus 38.750 369 5

Tanjungsari 28.235 394 5

Rongkop 32.318 387 8

Girisubo 27.852 295 8

Semanu 58.232 537 5

Ponjong 56.331 539 11

Karangmojo 56.597 706 9

Wonosari 78.464 1.039 14

Playen 59.896 569 13

Patuk 31.569 438 11

Gedangsari 40.221 590 7

Nglipar 35.048 474 7

Ngawen 35.867 770 6

Semin 54.906 696 10

Jumlah 753.008 507 144

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003
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2.3 Keadaan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Gunungkidul terbentuk dari sektor-sektor

yang saling mendukung satu sama lain. Indikator penting untuk menganalisis

pembangunan ekonomi yang terjadi di dalam suatu daerah adalah pertumbuhan

ekonomi. Dengan indikator itu, mampu memberikan indikasi tentang sejauh mana

aktifitas yang terjadi dalam suatu periode tertentu dapat menghasilkan pendapatan

tambahan kepada masyarakat suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami

pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi

pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai

keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun

di wilayah tersebut. PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengukur

pertumbuhan ekonomi. Dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah

penggunaan angka-angka PDRB atas dasar harga konstan yang dimaksudkan agar

pengaruh perubahan harga dalam pendapatan atas dasar harga berlaku telah

dihilangkan. Selain itu, ada atau tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat

akan ditunjukkan dengan angka pertumbuhan pendapatan dengan atas dasar harga

konstan.

Kondisi umum perekonomian Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun

terakhir ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik
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ditandai dengan PDRB yang selalu meningkat tiap tahun. Kegiatan perekonomian

Kabupaten Gunungkidul tidak hanya terkonsentrasi pada sektor yang dominan

saja. Meski pada kenyataannya sektor pertanian merupakan sektor yang memberi

sumbangan terbesar dan dominan dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul, namun

setiap sektor tetap memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan

ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Perkembangan PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 1999 sampai dengan

tahun 2003 dengan atas dasar harga konstan tahun 1993 dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 2.5

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten Gunungkidul

Tahun 1999-2003 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha 1999 2000 2001 2002 2003

Pertanian 339.960 347.344 349.410 349.358 350.452

Pertambangan dan Galian 16.595 16.839 17.470 17.175 17.836

Industri Pengolahan 108.140 111.341 112.178 110.602 121.180

Listrik, Gas& Air Bersih 1.112 2.160 2.253 2.390 2.662

Bangunan 74.584 75.096 75.433 75.824 76.343

Perdagangan,hotel&

Restoran

96.627 99.350 102.508 107.824 110.399

Angkutan & Komunikasi 91.997 94.478 94.820 95.678 99.383

Keuangan,Persewaan &

jasa Perusahaan

35.331 40.219 41.621 42.620 43.307

Jasa-Jasa 140.276 143.669 155.194 158.897 167.455

Jumlah 905.619 930.496 950.887 968.908 989.017

Sumber:BPS Kabupaten Gunungkidul 2003
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kabupaten

Gunungkidul atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2003 sebesar 989.017 juta

rupiah atau naik sekitar 20.109 juta rupiah dari tahun sebelumnya yaitu tahun
2002. Sektor pertanian tetap menjadi sektor yang dominan kontribusinya terhadap

PDRB Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 16,9% dari PDRB Kabupaten

Gunungkidul. Sektor lain yang cukup besar kontribusinya adalah sektor industri

pengolahan mengingat Kabupaten Gunungkidul yang hanya terdapat industri non
migas yang dalam pengelolaannya dikelompokkan menjadi industri Besar Sedang,

Industri Kecil dan Rumah Tangga. Sedangkan berikutnya sektor-sektor yang

mempunyai kontribusi diurutkan sesuai besar kontribusinya adalah Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor

Bangunan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor

Pertambangan dan Galian dan yang terakhir adalah Sektor Listrik, Gas dan Air

Bersih.

2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam

jangka waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, selalu mengalami

peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun anggaran 1999 sebesar Rp.

86.717.911.346,33 ,tahun anggaran 2000 sebesar Rp. 98.466.865.940,79, tahun

anggaran 2001 sebesar Rp. 172.790.002.450,00, pada tahun anggaran 2002

sebesar Rp. 251.665.063.589,41, sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp.
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303.666.803.693,00. Dari data tersebut menujukkan bahwa Kabupaten

Gunungkidul setiap tahunnya mengalami kenaikan pendapatan untuk belanja

daerah, sehingga pembangunan ekonomi masyarakat dan prasarana publik lebih

meningkat.

2.3.2 Pendapatan Asli Dearah Kabupaten Gunungkidul

Untuk mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya,

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu mengenal lebih dekat lagi

tentang struktur PAD yang dimiliki, sehingga dapat pula mengetahui sumber PAD

yang berpotensial dan kurang potensial. Dengan mengetahui sumber-sumber yang

potensial maupun tidak potensial, Pemda diharapkan dapat menitikberatkan

perhatiannya pada sumber PAD yang potensial dan berupaya menggali agar lebih

optimal, sedangkan untuk sumber PAD yang kurang potensial, Pemda perlu

melakukan koreksi dan mengkaji lebih dalam tentang sebab dan kendala yang

menyebabkan sumber itu kurang potensial. Dengan demikian Pemda bisa mencari

pemecahan masalah untuk lebih meningkatkan potensi-potensi daerah.

Penerimaan dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten

Gunungkidul mendominasi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Selama

periode tahun 1994 sampai dengan 2003, PAD cenderung mengalami

peningkatan, meskipun dilihat dari pertumbuhannya pada tahun 1998 dan 2000

mengalami penurunan namun di tahun berikutnya menampakkan kenaikannya

kembali. Penurunan pertumbuhan penerimaan PAD pada tahun 1998, disebabkan
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oleh krisis moneter yang puncaknya terjadi pada tahun tersebut, dan berdampak

pada perekonomian daerah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penurunan

pertumbuhan PAD yang terjadi pada tahun 2000, seperti daerah-daerah lainnya

disebabkan oleh perubahan perhitungan tahun yaitu tahun fiskal menjadi tahun

kalender. Akibat dari perubahan tersebut, jumlah perhitungan bulan pada tahun

anggaran 2000 adalah sembilan bulan sedangkan tahun anggaran yang lainnya

menggunakan perhitungan yang jumlahnya 12 bulan.

Besarnya pertumbuhan penerimaan PAD dari tahun 1994 sampai dengan

2003 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Pertumbuhan PAD Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun Anggaran Penerimaan PAD

(Rp)

Pertumbuhan

(%)

1994 1.888.178.000,00 -

1995 2.622.789.008,51 38,90

1996 2.956.810.613,55 12,73

1997 3.578.070.997,12 21,01

1998 4.074.414.903,99 13,87

1999 5.409.513.658,49 32,76

2000 5.719.379.104,90 5,72

2001 7.488.588.450,00 30,93

2002 13.486.859.839,85 80,09

2003 14.344.042.219,00 6,35

Sumber: BKDKabupaten Gunungkidul 2003
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2.3.3 Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul

Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari

tabel berikut:

Tabel 2.7

Pertumbuhan Retribusi Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun

Anggaran

Penerimaan

Retribusi Daerah (Rp)

Pertumbuhan

(%)

1994 1.471.840.000,00

1995 1.721.118.926,00 16,93

1996 1.877.379.550,00 9,07

1997 2.357.402.754,90 25,56

1998 2.828.549.190,00 19,98

1999 3.571.247.169,00 26,25

2000 4.245.123.100,00 18,86

2001 6.375.894.278,50 50,19

2002 9.009.394.578,75 41,30

2003 9.906.187.522,00 9,95

Sumber: BKDKabupaten Gunungkidul 2003
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Fluktuasi yang terjadi dalam pertumbuhan retribusi daerah dilatar

belakangi oleh berbagai macam sebab. Penurunan pertumbuhan retribusi daerah

pada tahun 1998 tentu saja disebabkan oleh dampak krisis moneter yang melanda
Negara ini, sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2000 dikarenakan

perubahan perhitungan fiskal menjadi perhitungan kalender. Penurunan

pertumbuhan yang terjadi terus menerus pada 3 tahun terakhir, kurang lebih
disebabkan oleh berbagai macam masalah yaitu kemarau dengan pergantian

musim yang tidak menentu menyebabkan hasil pertanian menurun sehingga

penduduk Kabupaten Gunungkidul yang didominasi oleh petani mengalami
penurunan pendapatan dan secara umum mempengaruhi pendapatan perkapita.

2.3.4 Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul

Retribusi Terminal merupakan kegiatan dari Retribusi Daerah yang juga

merupakan PAD di Kabupaten Gunungkidul. Panerimaan Retribusi Terminal

diperoleh dari pemungutan retribusi angkutan umum yang masuk terminal yaitu,

AKAP, AKADP, Angkudes dan Angkot. Selain pungutan yang masuk terminal,

penerimaan Retribusi Terminal juga diperoleh dari fasilitas-fasilitas yang

disediakan di dalam lingkungan terminal. Untuk mengetahui besarnya

pertumbuhan penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul, dapat

dilihat pada tabel berikut:

 



Tabel 2.8

Pertumbuhan Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun

Anggaran

Penerimaan Retribusi

Terminal (Rp)

Pertumbuhan

(%)

1994 68.081.900

1995 47.181.300 -30,69

1996 50.961.600 8.01

1997 54.681.000 7,29

1998 53.891.300 -1,44

1999 55.266.000 2,55

2000 45.091.600 -18,40

2001 66.415.100 47,28

2002 74.626.400 12,36

2003 91.949.500 23,21

Sumber: BKD Kabupaten Gunungkidul 2003
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Dari tabel tersebut, dapat dilihat pertumbuhan Retribusi Terminal pada

sepuluh tahun terakhir dari tahun anggaran 1994 sampai dengan tahun anggaran

2003, penerimaan Retribusi Terminal cukup mengalami fluktuasi yang berarti

seiring dengan pertumbuhannya yang mengalami kenaikan dan penurunan.
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Pada tahun anggaran 1995 pertumbuhan Retribusi Terminal mengalami

penurunan sebesar 30,69% dan mulai mengalami kenaikan yang cukup berarti

pula pada tahun 1996 yaitu sebesar 8,01%, kemudian seiring dengan proses

menuju krisis moneter yang melanda Negara Indonesia, tentu saja membawa

dampak pada pertumbuhan Retribusi Terminal. Pada tahun 1997 kenaikan hanya

7,29% dan pada tahun 1998 yang merupakan puncak dari krisis moneter,

pertumbuhan Retribusi Terminal mengalami penurunan sebesar 1,44%. Pada

tahun 1999, pertumbuhan mulai mengalami kenaikan sebesar 2,55%, namun pada

tahun 2000 menurun sebesar 18,40% yang disebabkan oleh perubahan

perhitungan tahun fiskal menjadi perhitungan tahun kalender. Sedangkan pada

tahun 2001, pertumbuhan Retribusi Terminal justru mengalami kenaikan yang

berarti yaitu sebesar 47,28%. Pada tahun 2002 kenaikan pertumbuhan Retribusi

Terminal sebesar 12,36% dan pada tahun 2003 kenaikan pertumbuhan Retribusi

Terminal sebesar 23,21%.

2.4 Badan Keuangan Daerah

Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunungkidul mengalami trasformasi kelembagaan dalam pemerintahannya. Di era

Otonomi Daerah ini, Pemerintah daerah mengalami transformasi pada lembaga/

badan penerimaan keuangan daerah, yang sebelumnya penerimaan daerah dikelola

oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Sesuai dengan Keputusan Bupati
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Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Gunungkidul, sekarang di Kabupaten Gunungkidul,

penerimaan keuangan daerah dikelola oleh Badan Keuangan daerah (BKD).

2.4.1 Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi danOrganisasi

Dalam ketentuan umum Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03 tahun

2001, telah dijelaskan bahwa dalam Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul,

• Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

• Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

• Sekretaris adalah Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

• Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang atau pribadi.

• Kas daerah adalah Aparat/Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan

pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan

uang atau surat berharga untuk kepentingan Daerah.
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Tugas Badan Keuangan Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan, dan Badan Keuangan Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Fungsi Badan Keuangan Daerah menurut Keputusan Kepala Daerah

Nomor 03 tahun 2003, antara lain :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan

c. Penyiapan bahan perencanaan umum di bidang keuangan

d. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang keuangan

e. Pengelolaan dan pemungutan pendapatan Daerah

f. Penyiapan bahan penerimaan dana perimbangan

g. Penyelenggaraan verifikasi keuangan

h. Penyelenggaraan perbendaharaan pendapatan dan belanja

i. Penyiapan bahan koordinasi penepatan target pendapatan

j. Pelaksanaan pembinaan teknis pendapatan Daerah

k. Penyiapan bahan pengembangan pendapatan Daerah

1. Pengelolaan ketatausahaan Badan

Dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi Badan Keuangan Daerah

terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan : Kepala Bagian

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-
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sub bagian

c. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Sub

Bidang-sub bidang

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan

kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,

perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan

pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan

dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian yaitu :

a. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan,

pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan perhitungan anggaran,

verifikasi dan perbendaharaan serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan,

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan tata usaha

kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.
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c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan,

mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan,

perpustakaan, hubungan masyarakat dan perjalanan dinas serta

melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh Sekretaris.

Dalam organisasi, Badan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa bidang

yaitu antara lain :

• Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Pendapatan, yang terdiri

dari Sub Bidang Pendataan, Sub Bidang Penetapan dan Sub Bidang

Pengembangan.

• Bidang Penerimaan, yang terdiri dari Sub Bidang Pajak, Sub Bidang

Retribusi dan Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

• Bidang Verifikasi, yang terdiri dari Sub Bidang Verifikasi Pendapatan,

Sub Verifikasi Belanja.

• Bidang Perbendaharaan, yang terdiri dari Sub Bidang Belanja Pegawai,

Sub Bidang Belanja Non Pegawai dan Sub Bidang perbendaharaan

Pendapatan.

Sub Bidang Retribusi merupakan sub bidang dari Bidang Penerimaan

dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Menurut Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 03 tahun 2001, Sub Bidang Retribusi mempunyai

beberapa tugas yaitu :
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a. Menyusun rencana kegiatan dan menyiapkan bahan pengelolaan pungutan

retribusi.

b. Mencatat dan mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

dan dokumen lainnya kepada Wajib Retribusi.

c. Melakukan pungutan retribusi kepada Wajib Retribusi yang tidak

menyetorkan sendiri atau secara teknis tidak dimungkinkan menyetorkan

sendiri kewajiban retribusinya ke tempat pembayaran.

d. Mengadministrasikan dan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke

Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

e. Melakukan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi yang telah

melewati jatuh tempo pembayarannya sesuai prosedur yang ditentukan.

f. Mengadministrasikan dan menyetorkan hasil penagihan Retribusi ke

Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

g. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang retribusi.

h. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pungutan Retribusi yang

dilaksanakan oleh Wajib Pungut.

i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerimaan.

 



2.4.2 Kewenangan Pengurusan Pendapatan daerah

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah

menyelenggarakan pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi. Kepala Daerah menjaga agar segala peraturan dan lain-lain serta

segala piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Kewenangan otorisator di bidang pendapatan daerah pada dasarnya telah

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan

otorisator berupa penetapan/peninjauan, perubahan peraturan daerah, termasuk

perubahan tarif yang menimbulkan hak tagihan pada Pemerintah Daerah.

Kewenangan otorisator ini adalah melakukan beberapa hal yaitu sebagai

berikut:

1. Penyusunan RAPEDA, baik baru, perubahan atau pencabutan peraturan

daerah.

2. Penetapan PERDA di bidang Pendapatan Daerah.

3. Penetapan keputusan pelaksanaan PERDA oleh Kepala Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
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2.5 Sistem Jaringan Jalan dan Jasa Transportasi

2.5.1 Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Gunungkidul, menyesuaikan dengan

pemenuhan kebutuhan jaringan trayek yang tersebar di seluruh Kabupaten

Gunungkidul. Sumbu utama yang mendominasi jaringan jalan adalah jalur

Wonosari-Yogyakarta. Sejak dioperasikan jalan lingkar (Ringroad), transportasi

di Kabupaten Gunungkidul khususnya di Kota Wonosari terkesan menjadi teratur.

Tata keruangan kota yang memberlakukan peraturan jalur baru di Kota Wonosari,

menjadikan keteraturan pengguna jalan di dalam kota. Rute untuk mencapai

Terminal Wonosari dari seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul,

memfungsikan adanya jalur lingkar (Ringroad) sebagai jalur trayek menuju

terminal.

Perkembangan wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam mobilitasnya

didukung pula dengan adanya jaringan jalan Kabupaten Gunungkidul yang

berhubungan dengan kabupaten lain yaitu, Wonogiri, Klaten dan Bantul.

Tingkat pertumbuhan panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun

1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun

1999 panjang jalan Kabupaten Gunungkidul adalah sepanjang 1.171,36 Km, tahun

2000 sepanjang 1.191,03 Km, tahun 2001 sepanjang 841,46 Km, tahun 2002

sepanjang 840,66 Km dan pada tahun 2003 tetap sama yaitu sepanjang 840,66

Km.

 



Panjang jalan Kabupaten Gunungkidul menurut permukaan dan

kondisinya tahun 2003 adalah sepanjang 840,66 Km. panjang jalan menurut jenis

permukaan bisa di klasifikasikan yaitu, jalan beraspal sepanjang 467,43 Km, yang

berkerikil MDK sepanjang 359,43 Km, berupa tanah sepanjang 13,80 Km atau

dalam persentase, beraspal sebesar 55,6%, kerikil MDK 42,72% dan yang berupa

tanah sebesar 1,64%. Bila dilihat dari kondisi jalan, jalan di Kabupaten

Gunungkidul yang dalam keadaan baik sepanjang 503,29 Km atau sebesar

59,86%, dalam keadaan sedang sepanjang 133,74 Km atau sebesar 15,90%,

keadan rusak sepanjang 185,93 Km atau 22,11% sedangkan yang dalam keadaan

rusak berat sepanjang 17,70Km atau sekitar2,10%.

Panjang jalan menurut statusnya, di Kabupaten Gunungkidul tahun 2003

dapat dirinci sebagai berikut:

• Jalan Negara : 54,88 Km

• Jalan Propinsi : 251,10 Km

• Jalan Kabupaten : 840,66 Km

• Jalan Desa : -

Dari data tersebut, dapat mempengaruhi panjang jalan sesuai kondisi dan jenis

permukaan. Semakin banyak jalan yang statusnya lebih tinggi, maka kualitas

kondisi dan jenis permukaannya lebih baik. Dengan semakin baiknya kondisi

jalan tersebut, maka memacu pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten

 



Gunungkidul yang terbukti dengan banyaknya permintaan konsumen terhadap

kendaraan bermotor.

2.5.2 Jasa Transportasi

Untuk mencapai Kota Wonosari, terdapat jalur-jalur yang merupakan jalur

menuju Terminal Wonosari dari seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten

Gunungkidul. Mengingat dan menurut undang-undang yang menetapkan adanya

sub terminal belum ada, di Kabupaten Gunungkidul hanya terdapat beberapa

pelataran parkir yang bisa ditemui diantaranya adalah di Kecamatan Semin,

Baran, Semanu, dan Kecamatan Panggang.

Dalam aktivitas mobilitas Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh

angkutan-angkutanyaitu :

• Bus AKAP (Angkutan KotaAntar Propinsi)

• Bus AKDP (Angkutan Kota DalamPropinsi)

• Angkudes (Angkutan Pedesaan)

• Angkot (Angkutan kota)

Selain angkutan-angkutan tersebut, terdapat angkutan yang lain yaitu becak yang

khususnya di Kota Wonosari dan ojek. Angkutan Bus AKAP melayani jalur antar

propinsi seperti Wonosari-Yogyakarta-Wonosari. Angkutan Pedesaan melayani

jalur dari seluruh kecamatan menuju Terminal Wonosari dan angkot melayani

jalur dalam Kota Wonosari.
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Dalam pelayanan Angkudes, di Kabupaten Gunungkidul mengusahakan

pelayanan yang optimal yaitu jalur dari kecamatan menuju ibukota Kabupaten
Gunungkidul yaitu Wonosari. Jaringan transportasi di Kabupaten Gunungkidul

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Data Transportasi

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Rute Jarak (Km) Waktu (menit)

I. Angkutan Luar Kabupaten

Jogja-Wonosari 40 55

II. Angkutan Dalam Kabupaten

1. Wonosari-Panggang 38 50

2. Wonosari-Paliyan 15 25

3. Wonosari-Saptosari 19 30

4. Wonosari-Tepus 17 30

5. Wonosari-Rongkop 26 30

6. Wonosari-Semanu 7 10

7. Wonosari-Ponjong 15 20

8. Wonosari-Karangmojo 9 10

9. Wonosari-Playen 7 10

10. Wonosaro-Patuk 21 20

11. Wonosari-Gedangsari 23 45

12. Wonosari-Nglipar 11 15

13. Wonosari-Ngawen 30 30

14. Wonosari-Semin 23 25

15. Wonosari-Girisubo 40 55

16. Wonosari-Tanjungsari 14 20

17. Wonosaro-Purwosari 45 60
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2.6 Dinas Perhubungan

Sesuaidalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun

2000 tentang pembentukan Dinas-dinas Daerah, disebutkan bahwa Dinas

Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan pelaksana tugas-

tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas perhubungan memiliki tugas,

fungsi danorganisasi yaitu sebagai berikut:

A. Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 15 tahun 2001 tentang

Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, dinas

Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga

Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dan dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

B. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Penyiapan bahanperumusan kebijakan di bidang perhubungan

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan

3. Penyiapan bahanperencanaan umum di bidangperhubungan
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4. Penyiapan bahan perencanaan umum kebijakan teknis di bidang

pehubungan

5. Pelaksanaan bimbingan di bidang perhubungan

6. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program di

bidang pertumbuhan darat, laut, udara dan pos telekomunikasi.

7. Pelayanan perizinan di bidang perhubungan

8. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di

bidang perhubungan darat, laut, udara dan pos telekomunikasi

9. Pengelolaan prasarana dan sarana perhubungan

10. Pengelolaan ketatausahaan dinas

C. Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, dapat dirinci

sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Kepala dinas

2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha terdiri dari sub bagian-

sub bagian

3. Unsur Pelaksana : Sub Dinas-Sub dinas terdiri dari seksi-seksi

4. KelompokJabatanFungsional

Berdasarkan uraian tugas, fungsi dan organisasi, maka dapat digambarkan

struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:
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BAB III

TELAAH PUSTAKA

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, yang sejenis maupun

berbeda pokok permasalahan yang dibahaskan maka telaah pustaka yang

dijadikan pertimbangan penelitian iniantara lain :

1. Penelitian (skripsi) karya Ahmad Sunardi (2003), dengan judul "Analisis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Terminal di Kota Magelang".

Dimana peneliti tersebut mencoba menganalisis apa yang menjadi faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal Kabupaten

Magelang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi terminal adalah

jumlah bus umum dan PDRB. Selain itu. Juga menganalisis tentang potensi,

efisiensi, dan efektifitas retribusi terminal. Hasil analisisnya dapat

disimpulkan antara lain :

a. Komponen Retribusi Daerah maupun PAD merupakan komponen setelah

pos penerimaan dinas-dinas untuk menandai pelaksanaan pembangunan di

Kota Magelang.

b. Penurunan retribusi terminal terhadap PAD maupun retribusi daerah yang

terjadi disebabkan karena berkurangnya penerimaan retribusi terminal

yang cukup banyak akibat krisis ekonomi dan tidak berlakunya pungutan

retribusi peron.
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c. Penerimaan belum optimal dipungut berdasarkan potensi yang ada.

d. Pemungutan retribusi terminal sudah semakin efisien namun belum cukup

efektif.

e. Penerimaan retribusi terminal dipengaruhi secara erat dan signifikan

positifoleh variabel independen.

2. Penelitian (skripsi) karya Wahyu Dwisaputra (2002), dengan judul

"Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi

Daerah"(suatu penelitian di Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta). Dari analisisnya peneliti tersebut menyimpulkan

bahwa, besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Gunungkidul tiap tahun selalu meningkat yang merupakan kontribusi PAD

terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Namun, besarnya PAD yang

dikontribusikan guna Otonomi Daerah masih kecil dan menyebabkan

Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Otonomi Daerahnya belum

dapat mencapai apa yang diharapkan atau dengan kata lain masih jauh dari

Otoda yang mandiri.

3. Penelitian (skripsi) karya Nugroho Afrianto (2002), dengan judul "Analisis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984 - 1999/2000". Dari

analisis itu dapat dihasilkan kesimpulan bahwa,:

a. Pada sektor pariwisata Kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan

yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Hal itu

terjadi karena ada beberapa obyek wisata yang mampu menyerap

pengunjung yang cukup besar tetapi tidak dipungut bea masuk (retribusi)

sebagai sumber pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, dan

juga terdapat beberapa wajib retribusi yang tidak memperpanjang ijin

usahanya yang sudah habis atau tidak melakukan pendaftaran kembali.

b. Di Kabupaten Klaten keberadaan industri besar dan sedang belum

memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

4. Penelitian (Skripsi) karya Fitriyah Nuriaili (2004), dengan judul "Peran

Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Jombang". Dalam analisisnya , penulis menyimpulkan menjadi beberapa

kesimpulan yaitu:

a. Besar kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Jombang dirasa

belum cukup maksimal. Kontribusi pasar pada tahun 1997 sampai dengan

tahun 2002 mengalami fluktuasi tetapi dua tahun terakhir mengalami
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penurunan yang cukup berarti. Rata-rata kontribusi retribusi pasar

terhadap PAD sebesar 4,57%.

b. Elastisitas retribusi pasar di Kabupaten Jombang terhadap PDRB tahun

1997 sampai dengan tahun 2002 berfluktuasi. Rata-rata elastisitasnya

yaitusebesar8,75%.

c. Potensi retribusi pasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

d. Perhitungan tingkat upaya pemungutan teriihat tiap tahunnya mengalami

kenaikan rata-rata tiaptahunnya sebesar 0,08%.

e. Efektifitas retribusi pasar teriihat berfluktuasi, meski sebagian besar

mengalami penurunan. Efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Jombang

rata-rata tiap tahunnya sebesar 106,78% dan semuanya digolongkan

kinerja yang efektifitasnya sangat efektif.

f. Berdasarkan perhitungan efisiensi retribusi pasar di Kabupaten Jombang

teriihat cukup efisien pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002

efisiensinya tidak mengalami kenaikan yaitu tetap sebesar 2,99% dan

digolongkan dalam tingkat yang efisien. Dan berarti bahwa hanya 2,99%

yang dikeluarkan sebagai biaya pemungutan dari total realisasi

penerimaan retribusi pasar tersebut.
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BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial

kemasyarakatan di daerah, utamanya guna mewujudkan Otonomi Daerah (OTDA)

yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan OTDA tersebut,

sesuai dengan pengertian mengurus dan mengatur rumah tangganya, sumber dana

yang berasal dari pendapatan daerah, merupakan tiang penyangga keberhasilan

pembangunan.

Sebagaimana makna dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemaerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan

Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut menentukan volume,

kekuatan dankemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan

tugas Pemerintah Daerah dariberbagai aspek.

Pendapatan daerah merupakan bagian dari penerimaan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disusun secara periodik dan berulang

kembali. Pendapatan Daerah dalam pengertian yang lain lebih dimaksudkan pada

penyelenggaraan penghimpunan sumber pendapatan, baik dilihat dari sistem
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pemungutan maupun tata laksana pemungutannya serta kegiatan lain yang

mendukung kegiatan penghimpunan dimaksud. Upaya penghimpunan sumber

dana tersebut lebih ditekankan pada Pandapatan Asli Daerah guna mendukung

terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Dasar

hukum atau landasan hukum yang bersifat umum mengenai Pedapatan daerah

antara lain sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 Ayat (2).

b. Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN).

c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, yang telah disempumakan dengan Undang-undang

• Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah.

e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antaraPemerintah Pusatdan Daerah.

f. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan

belanja Daerah (APBD).

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Sistem Prosedur Administrasi Pajak daerah, Retribusi Daerah dan

Penerimaan Pendapatan lain-lain.
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Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan, yaitu :

a. Dana Bagi Hasil yaitu, dari penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan serta

penerimaan dari sumberdaya alam.

b. Dana alokasi umum.

c. Dana alokasi khusus.

3. Pinjaman Daerah, yaitu :

a. Pemerintah.

b. Pemerintah Daerah Lain.

c. Lembaga Keuangan Bank.

d. Lembaga Keuangan Bukan Bank.

e. Masyarakat.
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4. Lain-lainPendapatanDaerah yang sah.

Antara lain : hibah dan pendapatan dana darurat.

Dengan demikian pendapatan daerah, diperoleh daerah sebagai hasil dari :

1. Pandapatan Asli Daerah sendiri.

2. Pendapatan Berasal Dari Pemerintah.

3. Lain-lain pendapatan yang sah, yang digunakan untuk membiayai

pengaturan dan pengurusan daerah setempat.

4.2. Retribusi Daerah

4.2.1 Definisi Retribusi dan Retribusi Daerah

Ada beberapa pengertian tentang retribusi yang penulis gunakan sebagai

referensi, antara lain:

1. Pengertian umum retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian

atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi

yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan

berdasarkan peraturan yang berlaku (BKD Kabupaten Gunungkidul, 2000).

2. Pengertian retribusi secara umum adalah "pembayaran-pembayaran kepada

Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa

Negara"(Rochmad Sumitro, 1979:17).

3. Retribusi merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan

jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis
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karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak

dikenakan iuran itu (S.Munawir, 1980: 4).

Disamping itu, ada beberapa pengertian tentang Retribusi Daerah yang

penulis gunakan juga sebagai referensi, yaitu :

1. Secara umum Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan. (BKD Kabupaten Gunungkidul 2000).

2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian

atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk

kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik

langsung maupun tidak langsung (The Liang Gie, 1968: 78).

3. Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh Pemerintah sebagai

penganti (kerugian) diensten yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja

yang membutuhkan diensten itu (Pasal 37 UU Nomor 22 tahun 1948).

Dari penertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian

jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang

berkepentingan atau karena jasayang diberikan oleh Daerah.
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4.2.2 Sifat Retribusi Daerah

Berdasar pada Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Desa yang disusun

oleh BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Gunungkidul, ada beberapa sifat

Pendapatan Daerah dari pos Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

a. Paksaannyabersifat ekonomis.

b. Ada imbalan langsung ataupun tidak langsung kepada pembayaran

retribusi daerah.

c. Walaupun memenuhi syarat meteriil dan formil, tetapi tetap ada

alternatifuntukberkewajiban/ mau tidak mau membayar.

d. Merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgeter tidak

menanjak.

e. Dalam hal tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih

dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah untuk memenuhi permintaananggota masyarakat.

4.3. Ketentuan Umum Retribusi Daerah

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan pajak danretribusi daerah yaitu meliputi:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentinganorang pribadi atau badan.
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2. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut ataupemotong retribusi tertentu.

3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

firma, kongsi, koperasi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis,

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

5. Jasa Umum adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah

Daerah untuj tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan

oleh sektor swasta.

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana,
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sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan

perizinan tertentu dari PemerintahDaerah yang bersangkutan.

9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dan informasi.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

11. Penyidikan tindakpidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34

Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 tahun 1998 tentang

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi

3 (tiga) jenis Retribusi Dearah yaitu :
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1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi Jasa Umumterdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte

Catatan Sipil.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

f. Retribusi Air Bersih.

g. Retribusi Pelayanan Pasar.

h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

j. Retribusi PenggantianBiayaCetak Peta.

k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa

Usaha adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
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b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

c. Retribusi Terminal.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

e. Retribusi Tempat Pengainapan/Pesanggrahan/Villa.

f. Retribusi Penyedotan Kakus.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan.

h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

j. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

1. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarin lingkungan. Jenis-jenis Retribusi

Perizinan Tertentu terdiri dari:

a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
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d. Retribusi Izin Gangguan.

e. Retribusi Izin Trayek.

f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut

dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang

dipersamakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

4.4. Kinerja Pungutan Retribusi Daerah

Kinerja suatu daerah dapat pula diartikan sebagai kemampuan daerah

dalam prestasi kerjanya. Dengan demikian, untuk menilai potensi pendapatan

daerah yang dapat dikenai retribusi yang selanjutnya disebut dengan Retribusi

Daerah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dapat digunakan untuk

menilai kecukupan, elastisitas, keadilan, tingkat tarif atas balas layanan,

kesepakatan fasilitas serta kemampuan administrasi didaerah tersebut. Kriteria

kineria pungutan Retribusi Daerah (Kesit Bambang Prakoso, 2003:53) terdiri

dari:
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1. Penilaian : Kecukupan dan Elastisitas

Beberapa ketentuan terhadap retribusi bahwa elastisitas retribusi harus

responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, umumnya

dipengaruhi oleh permintaan atau konsumsi terhadap pelayanan di dalam

suatu pertumbuhan. Tetapi responnya juga tergantung pada ketersediaan

modal untuk memperluas pelayanan guna memenuhi pertumbuhan

penduduk, khususnya di sektor-sektor besar di perkotaan, yang sering

dikaitkan dengan penurunan skala ekonomi. Retribusi-retribusi cenderung

tidak responsif kepada inflasi, namun hampir selalu didasarkan pada tarif

per unit pelayanan yang tetap dan suatu wewenang mengambil keputusan

untuk meningkatkan apabila terjadi biaya-biaya naik.

2. Penilaian: Keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan utama yaitu,

pertama, penilaian yang jatuh pada konsumsi, yang mungkin dipengaruhi

oleh kebutuhan-kebutuhan dasar daripada tingkat pendapatan. Kedua,

subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat yang berpendapatan

menengah keatas dibandingkan dengan masyarakat miskin. Ketiga, karena

biaya modal tidak disesuaikan dengan memperhatikan tingkat konsumsi

dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatnya tersebut, banyak tarif

didasarkan kepada suatu penurunan biaya unit.
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3. Penilaian : Kemampuan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah

ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi

yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan

apa yang mereka bayar. Ada beberapa masalah dan prosedur dalam

praktek pemungutan retribusi yaitu, dalam praktek terdapat masalah

teknis, kedua adalah masalah yang menyangkut keinginan politik untuk

mengenakan sanksi, karena mencantumkan pembebanan sanksi adalah

penting untuk mengefisienkan administrasi retribusi. Praktek

mengefisienkan administrasi retribusi adalah memperkirakan pendapatan

apa yang hams diterima dan kemudian menggunakan target penerimaan

dari pemungut. Praktek yang kedua adalah mensubkontrakkan retribusi

kepada pemungut-pemungut komersial yang menawarkan penerimaan

bulat secara kompetitif. Praktek yang ketiga adalah meminta sekelompok

lingkungan kecil untuk memungut retribusi dan membayarkannya

bersama-sama kepada pihak pemberi pelayanan pelaksanaan retribusi

daerah dan hams mempertimbangkan kemampuan administrasi daerah

yang bersangkutan.

4. Penilaian : Kesepakatan Politis

Sebagian besar retribusi pada prinsipnya dapat diterima. Sepanjang mereka

langsung dikaitkan kepada suatu pelayanan dan konsumsi tertentu
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termasuk elemen pemilihan dimana retribusi dapat dimengerti dan sesuai

dengan keinginan yang layak. Namun demikian, tingkat atau besarnya

retribusi lebih sensitif secara politik. Sebagian besar retribusi hams

dibayar dari pendapatan sendiri dan dianggap sebagai kebutuhan sehari-

hari oleh sebagian masyarakat. Kemungkinan lain, peningkatan retribusi

karena peningkatan biaya mungkin dapat mengakibatkan penurunan

konsumsi dan selama biaya modal dapat konstan, maka akan

meningkatkan biaya per unit. Hubungan langsung antara konsumsi dan

retribusi tidak selalu merupakan suatu keuntungan politis.

5. Penilaian : Retribusioleh Pemerintah Daerah

Sejauh ini, pembahasan belum difokuskan khususnya pada retribusi oleh

Pemerintah Daerah, selama masih terdapat perbedaan yang kecilpun,

dalam praktek dan pengalaman Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemerintah

Daerah. Banyak pelayanan yang bersifat pembayaran retribusi langsung

yang sebenarnya disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kedekatan relatif

antara badan-badan daerah dengan orang-orang yang berhak memilih akan

menambah ketidakmauan mereka untukmenaikkan tarif.

Dari kriteria-kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan di

dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pemungutan dan

kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama seluruhnya

merupakan alasan yang kuat untuk membebankan biaya langsung pada konsumen.
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Retribusi dapat dibentuk untuk tujuan-tujuan yang masih ada unsur keinginan

politis dan tidak ada alternatif fiskal yang sesuai.Akan tetapi banyak retribusi

yang bersifat sensitif yang tinggi antara lain, penerimaan lebih rendah dari tingkat

yang dibutuhkan untuk pengoperasian pelayanan secara efektif, khususnya pada

saat inflasi, karena politik enggan untuk meningkatkan tarif atau mengenakan

sanksi. Hubungan antara konsumsi, biaya dan sifat langsung dari pembayaran

akan mendorong keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang melibatkan

lembaga-lembaga yang terkait, tetapi sensitifitas konsekuensinya dapat merusak

kelangsungan hidup suatu pelayanan yang dapat dipungut retribusi.

Untuk menganalisis kinerja secara kuantitatif, dapat digunakan

perhitungan-perhitungan dengan menganalisa data yang ada. Analisa kuantitatif

yang dimaksud antara lain :

1. Kontribusi Retribusi

Fungsi perhitungan kontribusi retribusi adalah untuk mengetahui peran

atau nilai tambah retribusi itu sendiri terhadap sesuatu yang menjadi

ukuran dimana didalamnya terdapat retribusi tersebut. Sehingga dapat

diketahui seberapa besar peran/kontribusi retribusi. Perhitungan kontribusi

ini menggunakan perbandingan antara dua data yang saling berhubungan.

Misalnya ; kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah, atau

terhadap PAD, dan sebagainya. Penilaian kontribusi ini berdasarkan
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perhitungan, semakin tinggi persentase kontribusi maka kinerjanya akan

semakin baik pula. Nilai kontribusi disajikan dalam persen.

2. Tingkat UpayaRetribusi

Upaya pemungutan retribusi adalah suatu hasil sistem pemungutan

retribusi dibanding dengan kemampuan membayar retribusi yang

bersangkutan, disini timbul masalah bagaimana mengukur kemampuan

bayar retribusi secara obyektif. Pengukuran yang lazim digunakan adalah

PDRB, dengan anggaran pemerintah daerah yang mewakili wewenang

mengenakan retribusi dan menetapkan tarif (Fitriyah Nuriaili, 2004 :37).

3. Efektifitas Retribusi

Efektifitas adalah sebagai salah satu indikator kinerja bagi pelaku

pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan

informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran/target. Efektifitas

retribusi dihitung dengan berdasarkan data yang diperoleh dari konsumen

perhitungan realisasi penerimaan retribusi. Ada beberapa tingkatan

persentase efektifitas kinerja, yaitu (Dudi Mi 'raz Imaduddin, 2000:17) :

a. Lebihdari 100% digolongkan sangat efektif.

b. 90%-100%digolongkan efektif.

c. 80%-90% digolongkan cukup efektif.

d. 60%-80% digolongkan kurang efektif.

e. Kurang dari 60% digolongkan tidak efektif.
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Dalam pengukuran efektifitas, selain target penerimaan retribusi, potensi

suatu daerah juga bisa digunakan untuk menghitung ukuran efektifitas

kinerja pemungutan retribusi. Penulis menggunakan target penerimaan

retribusi karena, disesuaikan dengan data yang ada dan terlengkap yang

penulis dapat dari beberapa sumber data.

4. Efisiensi Retribusi

Efisiensi retribusi menggambarkan bagaimana efisiensi dari biaya

pemungutan dan realisasi penerimaan retribusi. Hasil dari perhitungan ini

diperoleh dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil

penerimaan retribusi. Besarnya biaya yang dikeluarkan atau biaya

pemungutan berdasarkan jumlah realisasi retribusi. Hasil yang semakin

efisien apabila nilai yang diperoleh menunjukkan presentase yang semakin

kecil dan sebaliknya apabila semakin besar berarti semakin tidak efisien.

Presentase efisiensi kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu (Dudi

Mi'razImaduddin, 2000:17):

a. Lebih dari 100% digolongkan tidak efisien.

b. 90%-100% digolongkan kurang efisien.

c. 80%-90% digolongkan cukup efisien..

d. 60%-80% digolongkan efisien.

e. Kurang dari 60% digolongkan sangatefisien.

f.
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4.5. Retribusi Terminal

Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun

2000 tentang Retribusi Terminal, tertuang didalamnya bahwa :

a. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan

menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan

pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud

simpuljaringan transportasi.

b. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan

terminal.

c. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan

atau menikmati jasapelayanan dan fasilitas di lingkungan terminal.

d. Obyek Retribusi adalah pungutan jasa pelayanan dan fasilitas yang

disediakan oleh Pemerintah daerah di lingkungan terminal.

Retribusi Tenriinal tergolong dalam Retribusi Jasa usaha yang obyek

retribusinya adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip komersiil karena pelayanan tersebut belum disediakan oleh

swasta.

Retribusi Terminal, yang bisa juga disebut sebagai Pelayanan Terminal

adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis
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umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang

dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun

2000 tentang Retribusi Terminal, telah ditetapkan pula tarif pungutan Retribusi

Terminal di Kabupaten Gunungkidul yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Struktur dan Tarif Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004

Uraian Tarif

AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi) Rp. 1000,-

AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi) Rp. 500,-

ANGKUDES (Angkutan Desa) Rp. 300,-

ANGKOT (Angkutan Kota) Rp. 200,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul 2004
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BABV

METODE PENELITIAN

5.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan

bempa data-data sekunder yang dapat penulis peroleh melalui studi kepustakaan

dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Selain itu penlis juga memperoleh data dari berbagai instansi yang terkait yaitu

antara lain :

a. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gunungkidul.

b. DLLAJR/ Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.

c. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul.

d. Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Metode Analisis Data

Sesuai dengan latar belakang masalah, perumusan dan beberapa tujuan

penelitian maka dalam penelitian ini akan digunakan langkah-langkah metode

penelitian yang penulis gunakanadalah sebagai berikut:

1. Analisis Kontribusi

Dengan menggunakan analisis kontribusi ini, dapat diketahui berapa besar

kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan PAD di Kabupaten
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Gunungkidul, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi

terminal terhadap PAD. Besarnya kontribusi retribusi terminal terhadap PAD

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : (Nugroho Budiyuwono,

1995, 160)

Pn=^-xl00%

Dimana:

Pn = Kontribusi penerimaan retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli

Daerah.

QX = Jumlah penerimaan Retribusi Terminal.

QY = Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

n = Tahun (periode) tertentu.

Dengan memakai analisis kontribusi , maka akan mengetahui seberapa

besar kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan

membandingkan hasil analisis tersebut dan sesuai data yang ada yaitu selama lima

tahun, akan diperoleh hasil analisis yang bervariasi yang menunjukkan kenaikan

dan atau penurunan kontribusi juga dapat diketahui pula kontribusi yang terbesar

dan kontribusi yang terkecil.

Kenaikan kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah

akan mampu mendorong peningkatan PAD dan bila sebaliknya maka juga akan
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menurunkan PAD. Sehingga bisa dibuktikan bahwa peranan Retribusi Terminal

dalam meningkatkan PAD akan sesuai dengan kontribusinya, maka dengan begitu

perlu dilakukan peningkatan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui

Retribusi Terminal.

2. Analisis Upaya Retribusi

Analisis ini membandingkan antara jumlah penerimaan retribusi terminal

dengan kapasitas atau kemampuan membayar ( ability to pay) retribusi terminal

suatu daerah. Kapasitas bayar retribusi ini dapat ditunjukkan dengan besarnya

angka PDRB. Upaya retribusi dapat diketahui dengan menggunakan rumus (Nick

Devas, 1998) sebagai berikut:

., . Penerimaan Retribusi Terminal 1Ano/
Upaya Retnbusi = —— xl00%

v J PDRB

Dengan demikian upaya retribusi akan dapat menunjukkan seberapa besar

usaha Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dalam memungut retribusi

daerah dengan melihat upaya retribusi terminal.

3. Analisis Efektifitas

Efektifitas adalah hubungan perbandingan antara realisasi penerimaan

retribusi terminal dengan target penerimaan retribusi terminal.

Pengukuran efektifitas dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode pengukuran
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tingkat efektifitas yang mempakan perbandingan atau rasio antara realisasi

penerimaan retribusi dengan penerimaan target retribusi yang ditetapkan. Bila

diformulasikan dalam rumus adalah sebagai berikut:

„ „ , .,. Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal 0/
Efektifitas = — -xl00%

Target Penerimaan RetribusiTerminal

Efektifitas ini menyangkut semua tahap dalam administrasi penerimaan

retribusi yaitu menentukan wajib retribusi, menetapkan tarif, memungut retribusi

dan membukukan penerimaan (Ahmad Sunardi, 2003, 56).

Apabila nilai hasil pehitungan efektifitas mendekati 100% atau dengan

kata lain semakin besar, maka retribusi terminal dapat dianggap semakin efektif,

dan apabila sebaliknya, maka dapat dianggap semakin tidak efektif. Efektifitas ini

akan dibandingkan dengan efektifitas pada tahun-tahun sebelumnya sehingga,

dapat diketahui penerimaan retribusi terminal apakah sudah mencapai hasil

efektifitas sesuai atau tidak dengan target yang sudah ditentukan.

4. Analisis Efisiensi

Efisiensi ini mengukur bagian dari hasil retribusi yang digunakan untuk

menutup biaya pemungutan retribusi yang bersangkutan (Ahmad Sunardi, 2003,

55). Efisiensi retribusi terminal berkaitan dengan besarnya biaya pemungutan

yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi terminal itu sendiri.
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Besarnya efisiensi retribusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

_„ . . Biaya Pemungutan Retribusi Terminal
Efisiensi = —— 7-7x100%

Realisasi Penerimaan Retnbusi Terminal

Semakin kecil biaya pemungutan retribusi terminal terhadap realisasi

penerimaan retribusi terminal berarti pemungutan retribusi terminal semakin

efisien. Dengan kata lain, apabila hasil yang semakin efisien apabila nilai yang

diperoleh dari perhitungan efisiensi menunjukkan prosentase yang semakin kecil

dan sebaliknya apabila hasil perhitungannya semakin besar berarti semakin tidak

efisien (Fitriyah Nuriaili, 2004, 44).

5. Analisis Trend

Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan

penerimaan retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul pada tahun-tahun yang

akan datang. Dalam perhitungan ini menggunakan analisis time series dengan

persamaan trend sebagai berikut:

Y' = a + bX

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

SY , IXY
a= b= r

n EX2
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Dimana :

Y' = Perkembangan Penerimaan Retribusi Terminal.

Y = Penerimaan Retribusi Terminal.

X = Skala Tahunan (variabel bebas)

n = Jumlah Tahun (sample)

Dengan mengadakan peramalan, seseorang atau suatu badan lebih

mempunyai pandangan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan maupun untuk

menetapkan anggaran keuangan di tahun berikutnya.Dengan menggunakan dasar

data-data masa sebelumnya, dikumpulkan, kemudian dianalisa untuk meramalkan

waktu yang akan datang.Data-data yang dikumpulkan dengan rangkaian waktu

disebut dengan rangkaian waktu (timeseries)

Trendjangkapanjang atau trend sekuler, yang sering disebut dengan trend,

adalah suatu garis (trend) yang menunjukkan arah perkembangan secara umum.

Trend ini bisa berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang mempunyai

kecenderungan menaik atau justm menurun. Namun kelemahan dari perhitungan

menggunakan tren ini, adalah hasilnya cenderung selalu naik dari tahun ke tahun

sedangkan belum tentu perkembangan penerimaan yang diperoleh dari tahun ke

tahun selalu meningkat.

Meski demikian, analisis ini tetap ada kelemahannya yaitu, pada

perubahan tiap tahunnya yang selalu menunjukkan peningkatan. Hal itu sering

pula tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pada tahun-tahun berikutnya
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karena, penerimaan di dalam suatu daerah belum tentu selalu mengalami

kenaikan. Sehingga kadang perhitungan untuk perkiraan target penerimaan pada

tahun-tahun berikutnya mengalami ketidaksesuaian terhadap kenyataan yang ada.
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BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis Data

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab, Kabupaten Gunungkidul mempunyai kewenangan yang sesuai

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas,

nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari

retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal

pembiayaan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk menyediakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang

hasilnya memadai, upaya yang dilakukan untuk peningkatan penyediaan

pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan peningkatan kinerja

pemungutan, penyempumaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian
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keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya

dari sektor Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang

penyerahan sebagaian umsan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan

jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, salah satu dari sebagian

umsan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan

kepada Daerah Tingkat II adalah penunjukan lokasi terminal yang fungsinya

melayani angkutan Antar Kota, Antar Propinsi, Pengelolaan, Pemeliharaan Fisik

dan Ketertiban Terminal.

Dengan adanya penyerahan umsan sebagaimana tersebut diatas yang

sesuai dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, maka penyelenggaraan Terminal

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Menumt Perda Kabupaten Gunungkidul

Nomor 10 tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, struktur dan pengukuran

besarnya tarif ditetapkan pada Bab 7 yaitu :

Pasal 10

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan/ fasilitas dan

kendaraan.

Pasal 11

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan

sebagai berikut:
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a. Retribusi Terminal Angkutan Penumpang :

Jenis Kendaraan Tarif Keterangan

-Bus Cepat (AKAP) Rp. 1000,- Sekali masuk

-Bus Lambat (AKDP) Rp. 500,- Sekali masuk

-Angkutan Pedesaan (Angkudes) Rp. 300,- Sekali masuk

-Angkutan Kota (Angkot) Rp.200,- Sekali masuk

b. Fasilitas Lainnyadi Lingkungan Terminal

Jenis Jasa Pelayanan Tarif Keterangan

-Kamar Kecil

-Buang Air Besar/Mandi

-Tempat Istirahat Pengemudi

Rp. 200,-

Rp. 500,-

Rp. 500,-

Sekali masuk

Sekali masuk

Sekali masuk

Pasal 12

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan

ke Kas Daerah sesuaidenganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa

penerimaan Retribusi Daerah lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dan

penerimaan Retribusi Terminal yang melebihi target kecuali pada tahun 1999 dan
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pada tahun 2003. Kinerja dari keberhasilan dalam pemungutan Retribusi Terminal

di Kabupaten Gunungkidul dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain :

1. Tingkat kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Gunungkidul yang dapat dihitung dengan membandingkan

antara penerimaan Retribusi Terminal dengan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah.

2. Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul

yang dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan Retribusi

Terminal dengan kemampuan masyarakat/penduduk Kabupaten

Gunungkidul yang menggunakan PDRB sebagai tolak ukurnya.

3. Tingkat efektifitas dari pemungutan Retribusi Terminal yang dihitung

dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Terminal

dan Target Retribusi Terminal yang telah ditetapkan.

4. Tingkat efisiensi dari pemungutan Retribusi Terminal, dapat diketahui

dengan membandingkan besarnya biaya pemungutan Retribusi Terminal

dengan realisasi Retribusi Terminal.

5. Menentukan dugaan/ramalan dengan menggunakan Trend Least Square,

untuk mengetahui perkiraan besarnya penerimaan Retribusi Terminal

untuk tahun-tahun yang akan datang.
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6.2 Penerimaan PAD dan RetribusiTerminal

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Pemsahaan Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah mempakan

komponen yang sangat penting dalam peningkatan keuangan daerah.

Penerimaan PAD Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir

mengalami kenaikan yang cukup berarti, perkembangan penerimaan PAD dan

Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari persentase

pertumbuhan penerimaan per tahunnya. Perkembangan PAD dan Retribusi

Terminal Kabupaten dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Pertumbuhan PAD dan Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun

Anggaran

PAD

(Rp)

Pertumbuhan

PAD (%)

Retribusi

Terminal

(Rp)

Pertumbuhan

Retribusi

Terminal (%)

1999 5.409.513.658,49 -

55.266.000

2000 5.719.379.104,90 5,72 45.091.600 -18,40

2001 7.488.588.450,00 30,93 66.415.100 47,28

2002 13.486.859.839,85 80,09 74.626.400 12,36

2003 14.344.042.219,00 6,35 91.949.500 23,21

Sumber: BKDKabupaten Gunungkidul 2003
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Dari tabel 6.1, menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gunungkidul

cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 kenaikan terjadi sebesar

5,72% yang berselisih jauh dari tahun 2001 yaitu naik sebesar 30,93%, hal itu

disebabkan perhitungan tahun fiskal menjadi tahun kalender pada tahun 2000.

Akibatnya, jumlah bulan pada perhitungan tahun 2000 hanya sejumlah 9bulan

sedangkan, pada tahun anggaran lainnya adalah 12 bulan. Dampak itu pun teriihat

pada realisasi penerimaan Retribusi Terminal yang akhirnya mengalami

penurunan sebesar 18,40% dan pada tahun 2001 penerimaan Retribusi Terminal

mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu sebesar 47,28%. Kenaikan PAD

pada tahun 2002 dinilai cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu 80%, sedangkan

Retribusi Terminal mengalami kenaikan 12%. Pada tahun 2003 PAD mengalami

kenaikan meski tidak terlalu tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar

6,35% dan diiringi Retribusi Terminal yang mengalami kenaikan cukup berarti

yaitu 23,21%. Perhitungan persentase pertumbuhan PAD dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

PAD.-PAD,_, inno/
Pertumbuhan PAD = £-— Llxl00%

PAD,_X

, o«™ 5.719.379.104,90 -5.409.513.658,49 „inno/__ K700/„
Tahun 2000= xiUU/o- 5,/z/o
tanunzu 5.409.513.658,49
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T. 9nm _ 7.488.588.450,00-5.719.379.104,90^inno/_,n %
Tahun 2001 5.719.379.104,90

_ 13.486.859.839,85 - 7.488.588.450,00 nfW„ =g() Q9%
Tahun 2002 7.488.588.450,00

14.344.042.219,00-13.486.859.839,85 r10fl%= 6-3S%
Tahun 2003 13.486.859.839^5

Dari perhitungan tersebut, kenaikan terbesar PAD terjadi pada tahun 2002

yaitu 80,09% sedangkan kenaikan yang terkecil pada lima tahun terakhir terjadi

pada tahun 2000 yaitu sebesar 5,72%.

Perhitungan persentase pertumbuahan Retribusi Terminal Kabupaten

Gunungkidul dihitung dengan menggunakan mmus :

RT —RT
Pertumbuhan Retribusi Terminal = —J———*100%

K1ti

nnn 45.091.600 - 55.266.000 _ 1R4no/n
Tahun2000=—js^m—-100/°-18'40/o

66.415.100-45.091.600 _._ 9R0/
Tahun 2001 = xl00%- 47,28 /olanunzuui 45.09i.6OO

74.626.400-66.415.100 0/ _ 10 -,0/
Tahun 2002 = xl00% = 12,36%lanunzuuz 66.415.100

91.949.500-74.626.400 inn0/_o, 91o/
Tahm2003= ^56^ *lw>%-23-21/°
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Dari perhitungan tersebut, terjadi fluktuasi pertumbuhan Retribusi

Terminal yang cukup bervariasi dengan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2001

yaitu 47,28% sesudah terjadinya penurunan yang cukup besar pada tahun 2000

yaitu 18,40%.

6.3 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD

Retribusi Terminal adalah salah satu komponen Retribusi Daerah yang

memberikan sumbangan yang cukup berarti pada Pendapatan Asli Daerah.

Terminal mempakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menumnkan

dan menaikkan penumpang, perpindahan intra atau antar moda transportasi serta

mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan retribusi terminal terhadap

PAD, menggunakan rasio antara jumlah retribusi terminal dengan PAD dikalikan

100%. Semakin besar nilai persentase kontribusi Retribusi Terminal terhadap

Pendapatan Asli Daerah, semakin dinilai baik. Besar kontribusi Rertibusi

Terminal terhadap PAD di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel

berikut:

 



Table 6.2

Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun

Anggaran

Realisasi Retribusi

Terminal (Rp)

PAD

(Rp)

Kontribusi

(%)

1999 55.266.000 5.409.513.658,49 1,02%

2000 45.091.600 5.719.379.104,90 0,78%

2001 66.415.100 7.488.588.450,00 0,88%

2002 74.626.400 13.486.859.839,85 0,55%

2003 91.949.500 14.344.042.109,00 0,64%

Sumber: BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Gunungkidul dihitung dengan menggunakan mmus sebagai berikut:

_QXn
Pn = -xl00%

QYn

77

Dimana:

Pn = Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal Terhadap PAD

= Penerimaan Retribusi Daerah

QY = Penerimaan PAD

= Tahun/Periode Tertentu

Perhitungan kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

QX

n
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55.266.000 1Ano/ 1 noo/
Tahun 1999 = xl00%= 1,02%

5.409.513.658,49

™™ 45.091.600 inno/ n_co/
Tahun 2000= ™*100% = °'78/o

5.719.379.104,90

Tahun 2001 = 66.415.100 yl00%= ggo/o
7.488.588.450,00

Tahun 2002 = 74.626.40C» 100%s= 0,55%
13.486.859.839,85

Tahun 2003 = 9L949-500 xl 00%= 0,64%
1 14.344.042.219,00

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa kontribusi Retribusi

Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami

fluktuasi yang bervariasi antara 0,55% sampai dengan 1,02% dan dengan rata-rata

setiap tahunnya sebesar 0,774%. Kontribusi yang terbesar terjadi pada tahun 1999

yaitu sebesar 1.02%), sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu

0,55%. Pada tahun 2000 kontribusi Retribusi Terminal terhadap PAD sebesar

0,78%, tahun 2001 sebesar 0,88%, sedangkan pada tahun 2003 sebesar 0,64%.

Dari tahun 1999 sampai tahun 2000 kontribusi Retribusi Terminal terhadap PAD

mengalami penurunan sebesar 0,24%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun

2001 sebesar 0,1%) dan tahun berikutnya yaitu tahun 2002 justru mengalami

penumnan sebesar 0,33%, sedangkan pada tahun 2003 mengalami kenaikan dari

tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,09%.
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6.4 Upaya Pemungutan Retribusi Terminal

Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal perlu diketahui untuk

mengukur besar upaya yang telah dilakukan dalam pemungutan Retribusi

Terminal itu sendiri dengan memperhatikan kemampuan masyarakatnya

menggunakan tolak ukur PDRB Kabupaten Gunungkidul.

Upaya Retribusi Terminal dapat diketahui dengan membandingkan antara

jumlah penerimaan Retribusi Terminal dengan kemampuan bayar (ability to pay)

retribusi terminal oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang ditunjukkan

dengan besarnya PDRB Kabupaten Gunungkidul.

Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul

dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 63

Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

(Juta Rupiah)

Tahun

Anggaran

Penerimaan

Retribusi Terminal

(Rp)

PDRB

(harga konstan)

(Rp)

Tingkat

Upaya

(%)

1999 55,2660 905.619 0,006

2000 45,0916 930.496 0,004

2001 66,4151 950.887 0,006

2002 74,6264 968.908 0,007

2003 91,9495 989.017 0,009

Sumber: BKD Kabupaten Gunungkidul 2003
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Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal dapat diketahui dengan

menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tahun 1999 =-^^-xl00%= 0,006%
905.619

45 0916
Tahun 2000 = 'si00% =0,004%

930.496

Tahun 2001 = 66'4151 x\ 00%= 0,006%
950.887

74 fOfA
Tahun 2002 = 'si00% =0,007%

968.908

91 9495
Tahun 2003 = 'si00%= 0,009%

989.017

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa, tingkat upaya

pemungutan Retribusi Terminal cenderung mengalami kenaikan pada tiga tahun

terakhir. Penumnan yang terjadi pada tahun 2000 disebabkan oleh pembahan

perhitungan tahun fiskal menjadi tahun kalender, yang semula pada tahun 1999

tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal sebesar 0,006% turun menjadi

0,004% pada tahun 2000. Sedangkan peningkatan dimulai pada tahun 2001

hingga tahun 2003 yaitu sebesar 0,006% pada tahun 2001, 0,007% pada tahun

2002 dan 0,009% pada tahun 2003. Rata-rata tingkat upaya pemungutan Retribusi

Terminal Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,006% tiap tahunnya. Tingkat upaya

pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul yang tertinggi terjadi

pada tahun 2003 yaitu sebesar 0,009% dan yang terendah pada tahun 2000 yaitu
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sebesar 0,004%. Sehingga kemampuan bayar (ability to pay) Retribusi Terminal

oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul, rata-rata 0,006% pertahunnya.

6.5 Efektifitas Retribusi Terminal

Tingkat efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dihitung

dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Terminal dengan

target Retribusi Terminal yang sebelumnya telah ditetapkan. Apabila hasil

perhitungan efektifitas Retribusi Terminal mendekati 100% maka kinerja

pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul semakin baik. Dalam

penelitian ini, yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas adalah

pencapaian target dan tujuan lain seperti, keadilan, ketepatan waktu pembayaran

dan kepastian hukum diabaikan. Efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten

Gunungkidul tahun 1999-2003 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.4

Efektifitas Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun

Anggaran

Target Retribusi

Terminal (Rp)

Realisasi Retribusi

Terminal (Rp)

Efektifitas Retribusi

Terminal (%)

1999 59.688.000 55.266.000 92,59

2000 44.766.000 45.091.600 100,72

2001 65.664.000 66.415.100 101,14

2002 72.900.000 74.626.400 102,36

2003 96.860.000 91.949.500 94,93

Sumber: BKD Kabupaten Gunungkidul 2003
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Efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten dapat diketahui dengan

perhitungan sebagai berikut:

Tahun 1999 = 55266.000 xl0Q%= 9259%
59.688.000

Tahun 2000 = 45-Q9L60°xl00%= 100,72%
44.766.000

Tahun 2001 = 66-415-1QQxl0o%= 101,14%
65.664.000

Tahun 2002 = 74-626-400xlo0o/o= i02,36%
72.900.000

91 949 500Tahun 2003 = -y*y-JVV x\00% = 94,93%
96.860.000

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas

Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul pada tahun anggaran 1999 sampai

dengan tahun 2003 cenderung mengalami kenaikan yaitu antara 92,59% sampai

dengan 147,61%). Pada tahun 1999 tingkat efektifitas pajak hiburan Kabupaten

Gunungkidul sebesar 92,59%,sedangkan pada tahun 2000 efektifitasnya naik

sebesar 100,72%, kemudian pada tahun 2001 efektifitasnya naik sebesar 101,14%

dan pada tahun 2002 efektifitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 102,36%

dan mempakan tingkat efektifitas yang tertinggi selama kurun waktu 1999 sampai

dengan 2003. Kemudian pada tahun 2003 efektifitasnya justm mengalami

penumnan dengan tingkat efektifitas sebesar 94,93%. Efektifitas terendah selama
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lima tahun terakhir adalah pada tahun 1999 yaitu dengan tingkat efektifitas

sebesar 92,59%.

Dengan rata-rata tingkat efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten

Gunungkidul sebesar 98,348% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa

kinerja dalam pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul sudah

cukup baik, karena sebagaian besar realisasi penerimaan Retribusi Terminal selalu

lebih dari target yang direncanakan kecuali, pada tahun 1999 dan tahun 2003 yang

realisasinya penerimaan Retribusi Terminal lebih kecil dari target yang telah

direncanakan. Namun, meskipun kurang dari target yang direncanakan

penerimaan Retribusi Terminal sudah dapat dikatakan cukup efektif karena

tingkat efektifitasnya mendekati 100% yaitu sebesar 92,59% dan 94,93%.

Menurunnya tingkat efektifitas pada tahun 2003 lebih disebabkan oleh karena

meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan sedikitnya angkutan umum

yang beroperasi.

6.6 Efisiensi Retribusi Terminal

Efisiensi Retribusi Terminal dapat dihitung dengan cara membandingkan

antara biaya pemungutan Retribusi Terminal dengan realisasi penerimaan

Retribusi Terminal. Apabila hasil perhitungan semakin kecil maka semakin

efisien pemungutan Retribusi Terminal. Dengan semakin efisien pemungutan

 



84

Retribusi Terminal, maka kinerja pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten

Gunungkidul akan semakinbaik.

Besarnya biaya pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten

Gunungkidul adalah sebesar 10% dari target penerimaan Retribusi Terminal yang

telah ditetapkan. Hal itu dikarenakan biaya pemungutan yang tidak dapat dihitung

secara rinci, karena banyaknya biaya yang tidak dapat dinominalkan, sehingga

ketidak sesuaian biaya yang telah ditetapkan dengan biaya sesungguhnya

diabaikan.

Tingkat efisiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 6.5

Efisiensi Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun

Anggaran

Biaya Pemungutan

(Rp)

Realisasi Retribusi

Terminal (Rp)

Efisiensi Retribusi

Terminal (%)

1999 5.968.800 55.266.000 10,80

2000 4.476.600 45.091.600 9,92

2001 6.566.400 66.415.100 9,88

2002 7.290.000 74.626.400 9,76

2003 9.686.000 91.949.500 10,53

Sumber: B KD Kabupaten Gunu ngkidul2003
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Efisiensi dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus sebagai

berikut:

Tahun 1999 = 5-968-800 xiooo/0= 10,80%
55.266.000

Tahun 2000 = 4-476-600 xiooo/0= 9.92o/0
45.091.600

Tahun 2001= 6-566-400 xl 00% =9,98%
66.415.100

7 290 000
Tahun 2002= xl00% = 9,76%

74.626.400

Tahun 2003= 9-686-000 xiooo/0 =io,53%
91.949.500

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi

Retribusi Terminal dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 bervariasi antara

9,97% sampai dengan 10,80%. Rata-rata tingkat efisiansinya sebesar 10,178%

tiap tahunnya. Pada tahun 1999 tingkat efisiensi Retribusi Terminal sebesar

10,80%, pada tahun 2000 efisiensinya meningkat menjadi sebesar 9,92%,

sedangkan pada tahun 2001 mengalami peningkatan efisiensi lagi menjadi sebesar

9,88% dan pada tahun 2002 efisiensi mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar

9,76% yang mempakan tingkat efisiensi yang paling baik dalam kurun waktu lima

tahun terakhir. Namun pada tahun 2003 efisiensi Retribusi Terminal justm

mengalami penurunan menjadi sebesar 10,53%. Tingkat efisiensi yang paling

rendah adalah pada tahun 1999. kondisi yang terendah tersebut disebabkan oleh
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dampak krisis moneter yang menyebabkan kurs rupiah menurun dan masih

membekas di tahun 1999, sedangkan rendahnya tingkat efisiensi pada tahun 2003

rendah disebabkan oleh sedikitnya angkuatan umum yang beroperasi seiring

dengan kenaikan BBM dan kendaraan angkutan umum yang sudah tidak layak

beroperasi lagi.

6.7 Analisis Trend

Digunakan analisis trend, untuk mengetahui perkiraan perkembangan

penerimaan Tetribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul pada tahun-tahun yang

akan datang dengan menggunakan analisis time series, maka dapat digunakan

persamaan trend sebagai berikut:

Y' = a + bX

Nilai a dan b dapat diperoleh dari rumus :

IY , IXY
a= b= r-

n IX2

Dimana :

Y' : Perkembangan Penerimaan Retribusi Terminal

Y : Penerimaan Retribusi Terminal

X : Skala Tahun

n : Jumlah Sampel
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Perhitungan trend linier penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten

Gunungkidul tahun 1999 sampai dengan pada tahun 2003 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 6.6

Perhitungan Trend Linier Penerimaan Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun

Anggaran

Realisasi Retribusi

Terminal (Y)

X XY X2

1994 68.081.900 -4,5 -306.368.550 20,25

1995 47.181.300 -3,5 -165.134.550 12,25

1996 50.961.600 -2,5 -127.404.000 6,25

1997 54.681.000 -1,5 -82.021.500 2,25

1998 53.891.300 -0,5 -26.945.650 0,25

1999 55.266.000 0,5 27.633.000 0,25

2000 45.091.600 1,5 67.637.400 2,25

2001 66.415.100 2,5 166.037.750 6,25

2002 . 74.626.400 3,5 261.192.400 12,25

2003 91.949.500 4,5 413.772.750 20,25

Jumlah 608.145.700 0 228.399.050 82,50

Sumber: BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari perhitungan diatas, dapat dihitung nilai a dan b dengan mmus sebagai

berikut:

Y' = a + bX

608.145.700

10
= 60.814.570

228.399.050

82,50
= 2.768.473,33
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Jadi persamaan trend untuk penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten

Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Y' = 61.814.570 + 2.768.473,33(X)

Dari persamaan trend di atas, maka prediksi/proyeksi penerimaan Retribusi

Terminal untuk tahun-tahun yang akan datangdapat dilihat pada tabel berikut:

Table 6.7

Proyeksi Penerimaan Retribusi Terminal

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004-2013

No Tahun

Anggaran

Proyeksi Penerimaan

Retribusi Terminal (Rp)

1 2004 76.041.173,32

2 2005 78.809.646,65

3 2006 81.578.119,98

4 2007 84.346.593,31

5 2008 87.115.066,64

6 2009 89.883.539,97

7 2010 92.652.013,30

8 2011 95.420.486,63

9 2012 98.188.959,96

10 2013 100.957.433,3

 



Proyeksi dapat diketahui dengan perhitungan persamaan trend berikut

• Tahun anggaran 2004 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(5,5)

= 60.814.570 + 15.226.603,32

= 76.041.173,32

• Tahun anggaran 2005 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(6,5)

= 60.814.570 + 17.995.076,65

= 78.809.646,65

• Tahun anggaran 2006 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(7,5)

= 60.814.570 + 20.763.549,98

= 81.578.119,98

• Tahun anggaran 2007 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(8,5)

= 60.814.570 + 23.532.023,31

= 84.346.593,31

• Tahun anggaran 2008 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(9,5)

= 60.814.570 + 26.300.496,64

= 87.115.066,64

89

 



• Tahun anggaran 2009 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(10,5)

= 60.814.570 + 29.068.969,97

= 89.883.539,97

• Tahun anggaran 2010 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(11,5)

= 60.814.570 + 31.837.443,30

= 92.652.013,30

• Tahun anggaran 2011 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(12,5)

= 60.814.570 + 34.605.916,63

= 95.420.486,63

• Tahun anggaran 2012 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(13,5)

= 60.814.570 + 37.374.389,96

= 98.188.959,96

• Tahun anggaran 2013 :

Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(14,5)

= 60.814.570 + 39.707.863,30

= 100.522.433,30

90
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Dari perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi

Terminal untuk tahun-tahun yang akan datang terns mengalami peningkatan,

sehingga Retribusi Terminal juga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius

untuk mengoptimalkan penerimaannya. Metode analisis Trend Least Square ini

dapat dijadikan metode altematif yang dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Gunungkidul untuk menentukan tingkat target penerimaan Retribusi

Terminal maupun Pendapatan Asli Daerah lainnya. Metode yang digunakan oleh

Pemerintah Daerah untuk menentukan target penerimaan Retribusi Terminal

selama ini memakai metode pendataan secara langsung turun ke lapangan.

Meskipun metode ini hasilnya mendekati kebenaran, namun dirasa kurang efisien

karena hams mengeluarkan biaya. Sehingga dengan menggunakan metode analisis

trend ini, dengan cukup menghitung target penerimaan Retribusi Terminal

berdasar dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya serta dapat meminimalisasi

biaya penelitian.
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BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dan dari hasil analisis data

yang penulis peroleh dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 1999-2003 dirasa masih belum

cukup maksimal. Kontribusi Retribusi Terminal pada lima tahun terakhir

ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 mengalami penumnan yang

cukup berarti yaitu sebesar 0,55%. Kontribusi yang terbesar justm terjadi

pada tahun 1999 yaitu sebesar 1,02%. Retribusi Terminal di Kabupaten

Gunungkidul memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah

dengan rata-rata sebesar 0,77%.

2. Pada perhitungan tingkat upaya teriihat bahwa tiap tahunnya mengalami

kenaikan kecuali, pada tahun 2000 yang disebabkan pembahan

perhitungan tahun fiskal menjadi perhitungan tahun kalender. Tingkat

upaya yang terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0,004%,

sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 0,009%.

Rata-rata upaya pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten
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Gunungkidul tiap tahunnya sebesar 0,006%. Hal itu menunjukkan bahwa

tiga tahun terakhir, kemampuan bayar (ability to pay) Retribusi terminal

oleh masyarakat Gunungkidul semakin meningkat.

3. Efektifitas Retribusi Terminal lima tahun terakhir di Kabupaten

Gunungkidul mengalami fluktuasi, meski sebagian besar mengalami

kenaikan, penurunan terjadi pada tahun 1999 dan tahun 2003. Efektifitas

terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 92,59% dan yang tertinggi

terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 102,36%. Rata-rata efektifitas

Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya sebesar

98,348% dan semuanya digolongkan dalam kinerja pemungutan Retribusi

Terminal yang efektif.

4. Tingkat efisiensi Retribusi Teraiinal Kabupaten Gunungkidul dari tahun

1999 sampai dengan tahun 2003, berkisar antara 9,76% sampai dengan

10,80%. Berdasarkan perhitungan efisiensi, Retribusi Terminal di

Kabupaten Gunungkidul dapat digolongkan pada tingkatan yang sangat

efisien karena, hasil perhitungan kurang dari 60%. Rata-rata tingkat

efisiensi tiap tahunnya sebesar 10,178%. Dengan demikian kinerja

pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul sudah baik,

karena semakin kecil tingkat efisiensi, maka semakin efisien kinerja dalam

pemungutan Retribusi Terminal.
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5. berdasarkan pada hasil perhitungan analisis trend, dapat diperkirakan

bahwa penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul pada

tahun-tahun yang akan datang akan terns mengalami peningkatan. Dengan

menggunakan analisis ini, dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah

khususnya Kabupaten Gunungkidul untuk mempermudah dalam

menentukan target penerimaan Retribusi Terminal di tahun yang akan

datang.

7.2 Implikasi

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul hendaknya menaikkan

Retribusi Terminal diimbangi dengan peningkatan pelayanan serta

penyediaan sarana dan prasarana guna kenyamanan pengguna jasa

terminal, juga diberlakukannya sistem pemungutan retribusi peron

terhadap penumpang di Terminal. Sehingga akan terwujud peningkatan

penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul.

2. Dinas Perhubungan hendaknya membentuk organisasi khusus dalam

pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul, agar dapat

menunjang efektifitas kinerja Dinas Perhubungan dalam mengelola

Retribusi Terminal. Sehingga bisa mewujudkan keteraturan kerja, apabila

terdapat petugas yang khusus dalam menangani Retribusi terminal di

Kabupaten Gunungkidul.
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3. Diperiukan adanya sosialisasi penetapan jalur bam kepada masyarakat dan

pengusaha jasa angkutan, serta perlu adanya penindakan/penegaan hukum

secara tegas kepada para pelanggar peraturan perundangan di bidang lalu

lintas, baik terhadap angkutan umum maupan kendaraan pribadi yang

dioperasikan untuk mengangkut penumpang umum serta unsur

pelanggaran lainnya.
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